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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
 
A. Simpulan 

 
  Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan 

mengenai implementasi kebijakan IPTEK di lembaga penelitian publik. Secara 

umum dapat disebutkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa semua faktor 

yang disebutkan oleh Edward III (1980) memiliki pengaruh yang hampir mirip 

kepada implementasi kebijakan IPTEK di lembaga penelitian publik. Namun masih 

ada variasi yang dapat membedakan kekuatan antar faktor.  

  Faktor penting dalam mendorong penerapan kebijakan penelitian dan 

pengembangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor komunikasi dan 

sistem reward and punishment, dimana komunikasi yang tidak memadai 

menghambat implementasi kebijakan litbang, sedangkan sistem reward and 

punishment hanya mengenal punishment saja sehingga membuat kondisi yang 

kurang menguntungkan bagi penerapan kebijakan litbang itu. Perbaikan pada 

kedua faktor ini dapat meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan litbang di 

lembaga penelitian publik. Sayangnya tidak dapat terlihat dampak dari penerapan 

kebijakan litbang ini di tingkat publik, karena perubahannya belum terasa di 

masyarakat. 

  Sedangkan kesimpulan lain yang sesuai dengan rumusan dan tujuan 

penelitian adalah: 

1. Faktor-faktor implementasi kebijakan di lembaga penelitian publik dirasakan 

belum optimal disebabkan oleh : 

- Faktor paling berpengaruh pada implementasi secara umum adalah faktor 

komunikasi. Bila dilihat baik dari dalam kerangka teori maupun bila dilihat 

dari pertanyaan tambahan, terlihat komunikasi merupakan faktor yang 

dominan dalam implementasi kebijakan litbang. Hal ini diperkuat hasil 

penelitian sebelumnya oleh Romadona & Setiawan, walaupun 

menggunakan pendekatan yang berbeda. 
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- Faktor lain adalah, bila melihat pertanyaan tambahan dari dampak dan 

melihat item mengenai insentif, maka terlihat bahwa sistem reward dan 

punishment juga banyak mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam 

kasus di lembaga penelitian publik ini terjadi secara negatif, dipandang 

terlalu banyak punishment dibandingkan reward sehingga menghambat 

implementasi kebijakan 

- Sedangkan faktor yang dianggap paling tidak berpengaruh, walaupun tidak 

semua key informant menyatakan demikian adalah faktor disposisi/sikap. 

Banyak key informant yang secara implisit menyatakan faktor ini kurang 

penting dalam implementasi kebijakan khususnya dalam kasus di lembaga 

penelitian publik. 

2. Dampak implementasi kebijakan litbang dalam pengembangan organisasi 

litbang adalah : 

- Secara internal terjadi penurunan output dari lembaga karena para staf 

masih terpaku kepada perubahan kebijakan dan organisasi, serta 

anggaran penelitian yang belum ada. 

- Terjadi peningkatan efisiensi anggaran karena penurunan anggaran 

dengan output yang relatif sama (walaupun menurun). Namun hal tersebut 

karena data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya di LIPI belum 

sepenuhnya habis untuk ditulis 

- Secara eksternal kiprah BRIN masih belum dikenal masyarakat karena 

masih sangat baru terbentuk 

 
 
B. Rekomendasi 

  

 Dari pembahasan di atas, problem utama yang ada adalah komunikasi dan 

ketidakseimbangan dari reward dan punshment. Maka sebagai saran dari tulisan 

ini adalah dalam menerapkan kebijakan publik utamanya di lembaga penelitian 

publik, selain memperhatikan kedua hal tersebut, perlunya meningkatkan : 

- Komunikasi.  

Bila tidak dilakukan komunikasi yang baik, maka dapat menimbulkan 

resistensi terhadap upaya penerapan kebijakan tersebut yang 

diakibatkan oleh adanya kecurigaan terhadap kebijakan yang diterapkan 
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itu. Komunikasi yang jujur, terbuka, sesuai dengan kenyataan dan secara 

terus menerus akan dapat menurunkan hambatan bagi penerapan 

kebijakan. 

- Sumberdaya 

Akumulasi dari berbagai sumberdaya merupakan salah satu langkah dari 

implementasi kebijakan, kurangnya sumberdaya dapat menyebabkan 

implementasi kebijakan akan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi salah 

satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah mempunyai 

sumberdaya yang cukup dan tepat dalam penempatan, walaupun tidak 

harus banyak. 

- Disposisi/Sikap 

Sebagian besar key informant yang secara implisit menyatakan faktor ini 

kurang penting dalam implementasi kebijakan khususnya dalam kasus di 

lembaga penelitian publik, namun jika implementasi kebijakan ingin 

berhasil secara efisien dan efektif, maka para pelaksana tidak hanya 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan 

untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai 

kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

- Struktur Birokrasi 

Ketidak efiesienan dalam struktur birokrasi menyebabkan ketidak 

efektifan implementasi kebijakan. Struktur organisasi harus jelas 

sehingga tidak ada tumpang-tindih dalam pertanggung-jawaban. 

- Pemberian reward yang sesuai.  

Seringkali melakukan  reward, seringkali implementator atau pengambil kebijakan 

merasa terkungkung oleh aturan pemerintah, namun banyak cara yang lebih bijak 

untuk memberikan reward walaupun tidak secara langsung  
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LAMPIRAN 

Kisi Alat Ukur Faktor Implementasi Kebijakan 
Penelitian dan Pengembangan 

 

Dimensi Indikator Item Pertanyaan 

Komunikasi Transmisi 
 
 

Adanya 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai 

pentingnya 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang?  

 Kejelasan 
 

Kejelasan 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai 

pentingnya  adanya 

kejelasan 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang? 

 Konsistensi 
 

Konsisitensi 

materi kebijakan 

litbang dalam 

melakukan 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai  

pentingnya 

konsistensi materi 

kebijakan litbang 

dalam melakukan 

komunikasi dalam 

menyampaikan 

kebijakan litbang? 

Sumberdaya Staf 
 

Adanya personel 

untuk melakukan 

penyebaran dan 

implementasi 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai 

pentingnya jika 

ketersediaan cukup 

personel atau staf 

untuk melakukan 

penyebaran dan 
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implementasi 

kebijakan litbang? 

 Informasi Adanya cukup 

informasi untuk 

dapat digunakan 

dalam 

implementasi 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai 

dibutuhkannya 

cukup informasi  

mengenai kebijakan 

yang akan 

diterapkan untuk 

melakukan 

implementasi 

kebijakan litbang? 

 Wewenang Adanya 

wewenang yang 

cukup bagi 

personel dan 

kebijakannya 

sendiri dalam 

melakukan 

penyebaran dan 

implementasi 

litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai perlunya 

wewenang yang 

cukup bagi personel 

dan kebijakannya 

sendiri dalam 

melakukan 

penyebaran dan 

implementasi 

litbang? 

 Fasilitas Adanya fasilitas 

yang memadai 

untuk dapat 

melaksanakan 

amanah dari 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai kebutuhan 

adanya fasilitas yang 

memadai untuk 

dapat melaksanakan 

amanah dari 

kebijakan litbang? 

Disposisi/Sikap Pelaksanaan 
Kebijakan 
 

Adanya perintah 

yang tegas dalam 

pelaksanaan atau 

penerapan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

tentang perlunya  

perintah yang tegas 

dalam pelaksanaan 

atau penerapan 

kebijakan litbang? 
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 Insentif Diberikan insentif 

berdasarkan 

koridor yang jelas 

dalam 

melaksanakan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

perlunya insentif 

dalam 

melaksanakan 

kebijakan di bidang 

litbang bila sebuah 

kebijakan litbang 

akan diterapkan? 

Struktur Birokrasi Struktur 

Organisasi 

 

Adanya struktur 

organisasi yang 

mendukukng 

dalam 

implementasi 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

tentang pentingnya 

keberadaan struktur 

organisasi yang 

mendukukng dalam 

implementasi 

kebijakan litbang? 

 SOP Adanya SOP 

dalam organisasi 

litbang yang 

mendukung 

dalam 

implementasi 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

tentang harus 

adanya SOP yang 

mendukung dalam 

organisasi litbang 

penting dalam 

implementasi 

kebijakan litbang? 

 Fragmentasi Adanya pengaruh 

eksternal yang 

mempengaruhi 

dalam penerapan 

kebijakan litbang 

Bagaimana 

pendapat bapak/ibu 

mengenai adanya 

pengaruh eksternal 

yang mungkin ada 

akan sangat 

berpengaruh dalam 

penerapan kebijakan 

litbang? 

 

  



 

 

120 

 

PANDUAN WAWANCARA 
Faktor Implementasi Kebijakan Penelitian dan 

Pengembangan 
 

 

Nama  

Departemen  

Lama Bekerja  

 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebijaksanaan instansi dalam 

mendukung kegiatan Litbang selama ini? 

2. Apakah bentuk kebijakan yang telah dibuat dalam mendukung kegiatan 

Litbang? 

3. Menurut bapak/ibu kebijakan-kebijakan Litbang apa saja yang digunakan 

dalam mendukung kegiatan Litbang selama ini? 

4. Menurut bapak/ibu apakah selama ini kegiatan penelitian dilakukan dengan 

mengacu kebijakan Litbang yang sudah ada? 

5. Apa yang menjadi dasar digunakannya kebijakan tersebut? 

6. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan Litbang yang ada sekarang ini 

dirasakan sudah mendukung penelitian? 

7. Apakah masih ada kebijakan yang dirasakan belum mendukung kegiatan 

litbang? 

8. Menurut bapak/ibu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

Litbang tersebut? 

9. Menurut bapak/ibu masalah dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut? 

10. Menurut bapak/ibu kebijakan apa yang sebaiknya dibuat dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan litbang? 

11. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya komunikasi dalam 

menyampaikan kebijakan litbang?     

12. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya  adanya kejelasan 

komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?   

13. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai  pentingnya konsistensi materi 

kebijakan litbang dalam melakukan komunikasi dalam menyampaikan 

kebijakan litbang? 

14. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya jika ketersediaan 

cukup personel atau staf untuk melakukan penyebaran dan implementasi 

kebijakan litbang? 
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15. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai dibutuhkannya cukup 

informasi  mengenai kebijakan yang akan diterapkan untuk melakukan 

implementasi kebijakan litbang?   

16. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perlunya wewenang yang 

cukup bagi personel dan kebijakannya sendiri dalam melakukan 

penyebaran dan implementasi litbang? 

17. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebutuhan adanya fasilitas 

yang memadai untuk dapat melaksanakan amanah dari kebijakan 

litbang?  

18. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perlunya  perintah yang tegas 

dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan litbang? 

19. Bagaimana pendapat bapak/ibu perlunya insentif dalam melaksanakan 

kebijakan di bidang litbang bila sebuah kebijakan litbang akan 

diterapkan? 

20. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pentingnya keberadaan struktur 

organisasi yang mendukukng dalam implementasi kebijakan litbang? 

21. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang harus adanya SOP yang 

mendukung dalam organisasi litbang penting dalam implementasi 

kebijakan litbang?   

22. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya pengaruh eksternal 

yang mungkin ada akan sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan 

litbang? 

23. Dapatkah bapak/ibu ceritakan latar belakang kejadian selama penerapan 

kebijakan litbang berlangsung? 

24. Mohon bapak/ibu bisa menjelaskan dampak dari kebijakan litbang yang 

telah diterapkan, baik untuk internal organisasi maupun masyarakat 

umum 
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Tabel Hasil 

 

Tabel 1 Komunikasi 
 

RPi1 RPe1 RPe2 RPe3 RPe4 Rpe5 RN1 Ex1 

Transmisi        

Kebijakan 
tidak bisa 
berjalan 
dengan baik 
jika tanpa 
ada pola 
komunikasi 
dua arah 
antara 
pimpinan dan 
staf/peneliti 

Sangat 
penting 

Komunikasi 
penting, 
terlebih ada 
kebijakan baru 
yang muncul. 
Komunikasi 
dapat 
memberikan 
pemahaman 
kepada peneliti 
terkait 
kebijakan yang 
ada. Bisa 
melalui 
sosialisasi 

Super penting, 
karena hanya 
dengan 
komunikasi 
semua dapat 
mengetahui 
betapa 
pentingnya 
kebijakan itu 
dibuat. Oleh 
sebab itu 
semua pihak 
bisa 
mendukungnya, 
jika tidak sikap 
kecurigaan 
akan 
menyebabkan 
resistensi. 

Sangat 
penting agar 
semua pihak 
mengetahui 
akan 
kebijakan 
yang hendak 
diberlakukan 

Sangat 
penting 

Sangat penting Sangat penting, agar 
semua bagian dalam 
struktur organisasi 
mendapatkan informasi 
yang jelas. 

Kejelasan        

Komunikasi 
harus 
disampaikan 

Sangat 
penting 

Sangat penting 
faktor 
kejelasan 

Amat sangat 
penting, karena 
hanya dengan 

Sangat 
penting, 
karena 

Sangat 
penting 

Sangat 
penting, 
kejelasan 

Sangat penting, agar bisa 
dipahami dari struktur 
organisasi paling atas 
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secara 
sangat jelas 
antara 
pimpinan dan 
staf/peneliti, 
mengingat 
komunikasi 
menjadi 
modal 
penting di 
dalam 
merumuskan 
dan 
menjalankan 
kebijakan 

dalam 
komunikasi. 
Semakin jelas 
semakin baik 
dan dapat 
dipahami oleh 
semua peneliti 

kejelasan 
komunikasi 
maka para staf 
termasuk 
peneliti akan 
mengetahui 
mengenai 
tujuan dan 
bagaimana 
kebijakan 
litbang yang 
akan diterapkan 
sehingga 
mereka bisa 
ikut 
menyukseskan 
penerapan 
kebijakan itu. 
Jika tidak 
ketidaktahuan 
akan kebijakan 
dan latar 
belakangnya 
akan 
menyebabkan 
resistensi akan 
kebijakan itu. 

dengan 
jelasnya 
komunikasi 
akan 
menyebabkan 
semua pihak 
akan ‘clear’ 
terhadap 
maksud dan 
tujuan dari 
kebijakan 
yang akan 
diterapkan 

komunikasi 
merupakan 
salah satu 
variabel 
penting yang 
mempengaruhi 
implementasi 
kebijakan 
publik, 
komunikasi 
sangat 
menentukan 
keberhasilan 
pencapaian 
tujuan dari 
implementasi 
kebijakan 
publik. 
Informasi yang 
diketahui para 
pengambil 
keputusan 
hanya bisa 
didapat melalui 
komunikasi 
yang baik. 

sampai ke bawah, 
sehingga pelaksanaan 
tugas-tugas di dalamnya 
dapat berjalan dengan 
baik. 

Konsistensi        

Semakin 
konsistensi 
materi 

Sangat 
penting 

Sangat 
penting. 
Konsistensi 

Amat penting, 
karena hanya 
dengan 

Sangat 
penting, 
karena hanya 

Sangat 
penting 

Kebijakan 
yang 
diformulasikan 

Materi kebijakan Litbang 
sebaiknya dilakukan 
secara konsisten 
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kebijakan 
litbang, maka 
akan 
semakin 
mudah dalam 
penyampaian 
kebijakan, 
sehingga 
tidak ada mis 
komunikasi 
antar 
berbagai 
pihak dalam 
proses 
penyampaian 
pesan 
kebijakan 

akan 
menghilangkan 
kebingungan 
terkait 
pemahaman 
kebijakan oleh 
peneliti 

konsistensi 
kebijakan dan 
penerapannya 
maka pengawai 
akan tidak 
bingung dan 
tidak resisten, 
serta bisa ikut 
serta dalam 
menyukseskan 
penerapan 
kebijakan 
litbang tersebut. 

dengan 
konsistensi 
maka maksud 
dan tujuan 
kebijakan 
yang akan 
diterapkan 
dapat 
diketahui 
semua pihak 

berdasarkan 
bukti/data 
ilmiah pada 
saat 
disampaikan 
dan diuji publik 
seharusnya 
materi 
kebijakan akan 
konsisten 

sehingga bisa selalu 
tertanam pada setiap 
personel. 

 
 
Tabel 2 Sumber Daya 
 

RPi1 RPe1 RPe2 RPe3 RPe4 RPe5 RN1 EX1 

Staf        

Salah satu kunci 
keberhasilan 
implementasi kebijakan 
ialah adanya sumber 
daya manusia (SDM) 
yang cukup sebagai 
pelaksana. Hal ini tentu 
menjadi bagian sangat 

Cukup 
penting 

Ketersediaan 
SDM di dalam 
penyebaran 
informasi 
sangat penting. 
Yang penting 
adalah “cukup” 
dan tidak harus 

Penting, hanya 
dengan 
sumberdaya 
termasuk SDM 
yang cukup, 
maka kebijakan 
litbang dapat 
diterapkan 

Dengan SDM 
yang baik, 
maka 
kebijakan 
dapat 
diterapkan 
dengan 
mudah, walau 

Penting Penyebaran 
dan 
implementasi 
kebijakan 
litbang dalam 
dilakukan 
dengan 
memanfaatkan 

Penting, untuk 
melaksanakan 
kebijakan perlu 
orang yang cukup 
untuk 
melaksanakannya. 
Jika tidak akan 
menyebabkan 
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penting dalam hal ini, 
termasuk menentukan 
keberhasilan 
implementasi kebijakan 
litbang. 

“banyak”. Jika 
SDM cukup 
maka semua 
orang dapat 
terinformasikan 
kebijakan yang 
ada 

kadang kala 
dengan 
instruksi dan 
bimbingan 
dari atas yang 
baik, maka 
dapat juga 
dijalankan 
dengan baik 
walau SDM 
nya kurang 
baik 

media digital 
yang ada 
tanpa 
menyediakan 
personil/staf 
yang banyak 

beban lebih dan 
motivasi akan 
menurun. 

Informasi        

Informasi menjadi salah 
satu element kunci 
dalam implementasi 
kebijakan, begitu pula 
untuk implementasi 
kebijakan litbang. Tanpa 
informasi yang 
memadai, maka suatu 
kebijakan tidak dapat 
berjalan/terimplementasi 
secara optimal. 

Sangat 
penting 

Kecukupan 
informasi 
merupakan 
faktor krusial, 
karena dengan 
adanya 
kecukupan 
informasi akan 
meningkatkan 
pemahaman 
audiens 

Amat sangat 
penting, karena 
hanya dengan 
informasi yang 
cukup dan 
terdiseminasi 
dengan baik, 
maka pegawai 
akan mengerti 
mengani 
maksud dan 
tujuan sebuah 
kebijakan litbang 
akan diterapkan 
sehingga akan 
mengurangi 
resistensi dan 
mempercepat 

Informasi 
sangat 
penting dalam 
upaya 
penerapan 
sebua 
kebijakan 

Sangat 
penting 

Informasi yang 
cukup dan 
berbasis 
riset/bukti 
ilmiah sangat 
dibutuhkan 
agar kebijakan 
yang akan 
diterapkan 
dapat berhasil. 

Penting dan  
sebaiknya 
informasi yang 
diberikan 
sebaiknya dengan 
bahasa yang 
mudah dipahami 
dan dimengerti 
oleh semua 
personel. 
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penerapan 
kebijakan litbang 

Wewenang        

Wewenang dalam 
proses implementasi 
kebijakan juga menjadi 
salah satu instrumen 
agar suatu kebijakan 
dapat berjalan. Hal ini 
tentu berlaku pula untuk 
implementasi kebijakan 
litbang dimana adanya 
wewenang akan 
memudahkan pelaksana 
kebijakan dapat 
merespon serta 
menyesuaikan segala 
kebutuhan selama 
proses implementasi 
kebijakan. 

Sangat 
penting 

Kurang begitu 
memahami 
pertanyaanya 

Wewenang yang 
cukup amat 
sangat 
diperlukan 
dalam 
menerapkan 
kebijakan. Bila 
baik 
personal/pejabat 
yang 
menerapkan 
dan juga 
kebijakan itu 
sendiri tidak 
memeiliki 
wewenang yang 
cukup, maka 
tentu saja 
penerapan 
kebijakan itu 
setidaknya akan 
sangat sulit 
bahkan bisa 
gagal. 

Wewenang 
terutama bagi 
atasan atau 
implementator 
sebuah 
kebijakan 
sangat 
penting  

Sangat 
penting 

Wewenang 
personel 
dalam 
implementasi 
kebijakan 
hendaknya 
melihat sesuai 
dengan SOTK 
yang 
ditugaskan 
kepada 
personel/staf 

Penting, kalau 
tidak ada 
wewenang untuk 
menerapkan 
kebijakan, gimana 
caranya 
menerapkannya? 

Fasilitas        

Fasilitas menjadi hal 
penting mengingat 
kebijakan yang sudah 

Sangat 
penting 

Fasilitas 
penting karena 
dapat 

Fasilitas sangat 
penting untuk 
melakukan 

Penting untuk 
mendukung 
sebuah usaha 

Sangat 
penting 

Sangat 
dibutuhkan 

Fasilitas yang 
memadai sangat 
diperlukan untuk 
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ditetapkan dan 
dirumuskan perlu 
adanya fasilitas agar 
dapat dimudahkan 
dalam pelaksanaannya. 
Seringkali kebijakan 
litbang justru 
memerlukan fasilitas 
khusus yang tidak 
dimiliki oleh kebijakan 
lain seperti laboratorium 
riset, program 
pendanaan yang multi 
years, dan lainnya 

mendukung 
penyebaran 
informasi 

penerapan 
kebijakan 
litbang. Tanpa 
fasilitas yang 
cukup dalam 
mendukung 
penerapan 
kebijakan litbang 
tentu saja 
penerapannya 
akan sulit 
dilaksanakan, 
bila dipaksakan 
akan 
menyebabkan 
resistensi 

penerapan 
kebijakan 

dapat mendukung 
semua kegiatan 
Litbang. 

 
 
Tabel 3. Disposisi/Sikap 
 

RPi1 RPe1 RPe2 RPe3 RPe4 RPe5 RN1 EX1 

Pelaksanaan 
Kebijakan 

       

Adanya 
perintah tegas 
dalam 
pelaksanaan 
atau penerapan 
kebijakan tentu 
harus dilihat 
dari apakah 

Kurang 
penting 

Ketegasan 
merupakan 
sikap penting 
karena 
melalui 
ketegasan 
implementasi 

Perintah yang 
tegas 
diperlukan 
dalam 
penerapan 
kebijakan 
litbang, walau 
demikian 

Kurang relevan, 
karena 
seringkali walau 
ada perintah 
tegas, namun 
bawahan bisa 
tetap tidak 
menjalankan 

Penting, 
untuk 
penekanan 
dari atas 

Pelaksanaan 
atau 
penerapan 
kebijakan 
memerlukan 
perintah yang 
sesuai 
dengan isi 

Tidak penting, 
seringkali ada 
pemimpin yang 
tegas tapi arah 
kebijakannya tidak 
jelas.Pendekatan 
lebih penting 
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kebijakan yang 
sudah ada 
tersebut 
memiliki 
kejelasan 
aturan atau 
tidak. Jika 
tidak/belum 
jelas aturannya 
maka 
diperlukan 
ketegasan 
perintah, namun 
jika sudah jelas 
aturannya maka 
hanya bentuk 
fasilitasi yang 
dijalankan. 
Begitu pula 
berlaku dalam 
penerapan 
kebijakan 
litbang dimana 
pimpinan 
seharusnya 
lebih banyak 
dalam 
memfasilitasi 

riil dapat 
dilaksanakan 

lebih 
diperlukan 
adanya 
upaya 
persuasif 
atau 
menunjukkan 
bahwa 
perlunya 
kebijakan 
litbang 
tersebut. Hal 
ini 
disebabkan 
karena sifat 
dasar 
manusia yang 
independen 
dan akan sulit 
menerima jika 
terlalu 
represif. 

jika tidak jelas 
informasinya 

kebijakan 
yang ada dan 
bukan 
berdasarkan 
perintah yang 
tegas. 

Insentif        

Insentif 
dibutuhkan 

Sangat 
penting 

Insentif 
sangat perlu 

Tanpa 
adanya 

Relatif penting 
untuk 

Cukup 
penting 

Penting untuk 
Kebijakan 

Penting karena 
dengan insentif bisa 
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untuk 
membangun 
minat  seluruh 
pegawai/peneliti 
dan pimpinan 
agar keijakan 
yang akan 
diterapkan 
dengan baik  

dilakukan, 
asalkan hal 
tersebut 
masih di 
dalam koridor 
peraturan 
yang ada 
untuk 
mendukung 
kebijakan 
yang sedang 
atau akan 
diterapkan. 

insentif, maka 
akan sangat 
lama sebuah 
kebijakan 
litbang atau 
kebijakan 
bidang 
apapun untuk 
diterapkan, 
karena 
ketidak 
menarikan 
bagi individu 
untuk 
menerapkan 
kebijakan 
yang akan 
diterapkan 
tersebut. 

membangkitkan 
minat untuk 
menjalankan 
atau berusaha 
menerapkan 
kebijakan itu 

yang 
dijalankan 

memicu staf untuk 
menerapkan 
kebijakan 

  
 
Tabel 4. Struktur Birokrasi 
  

RPi1 RPe1 RPe2 RPe3 RPe4 RPe5 RN1 EX1 

Struktur Birokrasi        

Struktur organisasi di 
dalam suatu kebijakan 
sangat penting, begitu 
juga di struktur 
organisasi kebijakan 
litbang. Tanpa struktur, 

Cukup 
penting 

Sangat penting Tentu saja struktur 
organisasi harus 
sesuai dengan 
kebijakan litbang 
yang 
diimplementasikan. 

Kurang 
relevan, 
karena 
kemungkinan 
kebijakan itu 
akan merubah 

Penting Sangat penting 
agar implementasi 
kebijakan dapat 
dijalan mulai dari 
level atas hingga 
bawah 

Struktur 
organisasi 
harus jelas 
sehingga tidak 
ada tumpang-
tindih dalam 
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suatu kebijakan litbang 
tidak mungkin bisa 
dijalankan, dan tidak 
bisa pula diketahui baik 
atau buruknya dan 
siapa yang 
bertanggung jawab atas 
keberhasilan/kegagalan 
kebijakan tersebut. 
Jadi, sudah pasti bahwa 
struktur organisasi ialah 
mereka yang 
menjalankan kebijakan 
litbang termasuk yang 
akan bertanggung 
jawab atas 
keberhasilan atau 
kegagalan dari praktik 
kebijakan tersebut 

Tanpa struktur 
organisasi yang 
sesuai, maka 
kebijakan litbang 
tidak mungkin akan 
ditetapkan. Oleh 
karena itu penting 
kiranya untuk 
melakukan 
kebijakan atau 
perubahan struktur 
organisasi terlebih 
dahulu baru 
melakukan 
penerapan 
kebijakan litbang 
yang bersifat 
mendasar. 

struktur 
organisasi 

pertanggung-
jawaban. 

SOP        

SOP untuk 
implementasi kebijakan 
menjadi hal penting, 
asalkan SOP tersebut 
tidak terlalu kaku atau 
justru merugikan 
pelaksana kebijakan 
yang pada gilirannya 
menghambat atau 
membuat kebijakan itu 
gagal. Demikian pula di 

Cukup 
penting 

Sangat 
penting, 
karena dengan 
SOP bisa 
menjadi lebih 
jelas kepada 
pelaksana 
kebijakan 

SOP yang jelas 
dalam 
implementasi 
kebijakan litbang 
amat sangat 
penting. Tanpa 
SOP yang jelas 
maka penerapan 
kebijakan litbang 
akan lebih bersifat 
tambal sulam dan 

Sangat penting 
untuk 
menentukan 
langkah-
langkah dalam 
penerapan 
kebijakan 

Penting Untuk kebijakan 
teknis sangat 
dibutuhkan 
adanya SOP 

SOP yang baik 
dan jelas akan 
sangat 
membantu 
sehingga tidak 
menimbulkan 
kebingungan 
dalam 
menjalankan 
tugas-tugas 
Litbang. 
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implementasi kebijakan 
litbang, SOP sebaiknya 
dibuat sesederhana 
dan sefleksibel mungkin 
dengan melibatkan 
seluruh/perwakilan 
staf/peneliti di dalam 
pembuatannya. 

semerawut 
pelaksanaannya. 
Sebaiknya tiap 
kebijakan litbang 
yang dibuat 
memiliki bagian 
yang menjelaskan 
SOP yang perlu 
dijalankan. 

Fragmentasi        

Setiap kebijakan yang 
dirumuskan dan 
diimplementasikan 
tidak terlepas dari 
pengaruh eksternal. 
Kasus dipenerapan 
kebijakan litbang, 
pegaruh eksternal 
tersebut dapat disaring, 
mana yang 
berpengaruh positif 
terhadap pelaksanaan 
kebijakan litbang atau 
yang berpengaruhi 
negatif terhadap 
pelaksanaan kebijakan 
litbang. 

Sangat 
Penting 

Pengaruh 
eksternal 
sangat 
mungkin 
terjadi, justru 
dengan 
adanya 
inisiatif2 dapat 
menghilangkan 
pengaruh 
eksternal yang 
dapat 
melencengkan 
dari jalur 
implementasi 
kebijakan 

Pengaruh 
eksternal sangat 
mempengaruhi 
sebuah kebijakan. 
Idealnya tidak 
dipekenankan 
adanya pengaruh 
eksternal dalam 
melakukan 
kebijakan, 
kebijakan harus 
dibuat sesuai 
dengan kebutuhan 
dan kenyataan 
yang ada. Namun 
pada 
kenyataannya 
selalu terdapat 
pengaruh eksternal 
yang 
mempengaruhi 

Setiap upaya 
penerapan 
kebijakan akan 
dipengaruhi 
oleh kondisi 
lingkungannya, 
jadi sangat 
penting 

Penting Kebijakan internal 
yang 
diimplementasikan 
akan mendapat 
pengaruh dari 
pihak eksternal 
jika kebijakan 
tersebut 
memberikan 
dampak kepada 
pihak eksternal 
baik dampak 
positif/negatif 

Pengaruh 
eksternal 
sedikit banyak 
pasti ada, 
namun tidak 
boleh 
mempengaruhi 
nilai-nilai 
utama 
(idealisme) 
dalam suatu 
penerapan 
kebijakan 
litbang. 
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pembuatan 
kebijakan dan 
penerapan 
kebijakan itu 
sendiri. Dari semua 
pengaruh, 
politiklah yang 
paling banyak 
berpengaruh dan 
biasanya memiliki 
pengaruh negatif 
terhadap kebijakan 
litbang., karena 
akan diusahakan 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
golongan. 

 

 

Tabel 5 Pertanyaan Tambahan 

RPi1 RPe1 RPe2 RPe3 RPe4 RPe5 RN1 EX1 

kebijaksanaan instansi dalam mendukung kegiatan Litbang 

Kebijakan instansi 

sangat mendukung 

aktivitas litbang 

karena pekerjaan 

dan tugas inti dari 

tempat kami ialah 

Karena 
sebagai 
Lembaga 
litbang, inti 
pekerjaannya 
adalah 

Instansi sesuai 
tupoksinya memiliki 
kebijakan di dalam 
melakukan 
kegiatan Litbang. 
Namun demikian, 
terdapat 

Instansi cukup 
mendukung 
kebijakan litbang 
karena memang 
hal itu yang 
merupkan inti dari 
kegiatan lembaga. 

Semuanya 
diusahakan 
mendukung 

Mendukung Kebijakan instnasi 

sangat pendukung 

kegiatan litbang 

Tidak bisa 

menjawab 

karena di 

luar 

organisasi 
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kebijakan 

pengembangan 

kegiatan litbang 

 

kegiatan 
litbang 

“kebijkasanaan” 
yang kurang begitu 
tepat, misal target 
output tahunan 
yang cukup berat. 
Outut harus jurnal 
Q1 atau Q2, 
mencari dana 
penelitian dsb saya 
kira justru akan 
menghambat 
kegiatan riset, 
karena SDM akan 
capek memenuhi 
kriteria tersebut 

Seluruh kebijakan 
di lembaga akan 
langsung atau 
tidak langsung 
berkaitan dengan 
kegiatan litbang 

bentuk kebijakan yang telah dibuat dalam mendukung kegiatan Litbang  

Pendanaan litbang, 

kolaborasi riset dan 

publikasi, pemberian 

waktu kepada 

pegawai untuk 

sekolah, 

workshop/seminar 

ilmiah, emudahan 

dalam perizinan 

survei ke lapangan 

 

Sudah 
mendukung, 
walaupun 
masih banyak 
peningkatan 
seperti system 
insentif buat 
peneliti, 
system 
punishment 
yang masih 
sangat 
memeberatkan 
peneliti, 
dukungan 
anggaran 
untuk 
conference 

Penyediaan 
infrastruktur riset 
yang semakin 
digalakan. Untuk 
pendanaan riset 
mulai berkurang 
karena peneliti 
diharapkan 
mendapat 
pendanaan dari luar 

Di tingkat nasional 
sebenarnya sudah 
ada UU Sisteknas 
dan segala aturan 
turunannya walau 
belum lengkap. 
Sedangkan di 
tingkat lembaga 
banyak diterapkan 
kebijakan litbang 
baru yang 
sebenarnya terlalu 
singkat antara 
keluar satu 
aturan/kebijakan 
dengan 
berikutnya. Hal ini 
menyebabkan 

Kebijakan 
pendanaan, 
infrastruktur, 
kolaborasi dan 
lain-lain yang 
mendukung 
litbang 

Kebijakan 
pembiayaan, 
SDM dan 
infrastruktur 

Kebijakan distributif 

(memberikan akses 

secara terbuka bagi 

SDM, anggaran dan 

infrastruktur riset) 

 

Tidak bisa 

menjawab 

karena di 

luar 

organisasi 
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dan publikasi 
(seperti proof 
reading, dll), 
anggaran riset, 
fasilitas 
pendukung 
seperti 
software, dll. 

kebingungan di 
kalangan pegawai 

kebijakan-kebijakan Litbang apa saja yang digunakan dalam mendukung kegiatan Litbang  

Pendanaan kegiatan 

litbang dan 

kolaborasi 

riset/publikasi 

 

System 
kompetisi 
proposal, 
sharing 
knowledge dan 
hasil penelitian 
antar peneliti, 
seminar 
proposal dan 
hasil 

Kebijakan yang ada 
saat ini sudah 
cukup. Namun 
perlu di pikirkan 
kesejahteraan 
SDM, tidak hanya 
aspek finansial 
saja, namun output 
tahunan perlu di 
formulasikan ulang 

Semua kebijakan 
yang dibuat dalam 
organisasi 
langsung tidak 
langsung akan 
berkaitan dengan 
kegiatan litbang. 
Namun kebijakan 
pemerintah secara 
umum kurang 
berfokus atau 
berpihak kedapa 
pengembangan 
litbang. 
Contohnya UU 
mengenai litbang 
hanya pada 
tahun2 terakhir ini 
cukup berfungsi 
sebagaimana 
mestinya dan 
memiliki cukup 
kebijakan turunan 
agar kebijakan 

Kayaknya sama 
dengan No. 
sebelumnya 

Sama 
dengan 
sebelunya 

Peningkatan 

kualitas SDM, 

penyediaan 

infrastruktur, 

anggaran riset 

Tidak bisa 

menjawab 

karena di 

luar 

organisasi 
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dapat 
dilaksanakan. 

kegiatan penelitian dilakukan dengan mengacu kebijakan Litbang yang sudah ada  

Iya sudah mengacu 

karena di tempat 

kami memang fokus 

pada aktivitas litbang 

bidang kebijakan 

 

Ya Selama ini kegiatan 
penelitian sudah 
mengacu kebijakan 
yang ada. Karena 
ruang gerak peneliti 
juga dibatasi 
dengan kebijakan 
yang sudah di 
tetapkan 

Kegiatan 
penelitian selalu 
mengacu ke 
kebijakan litbang 
yang ada atau 
aturan litbang 
yang ada, namun 
di luar lembaga 
litbang, kebijakan 
litbang belum 
tentu digunakan 
oleh misalnya 
perusahaan-
perusahaan 
karena berbagai 
sebab. 

Sudah sesuai, 
karena kalau 
tidak nggak 
dapat dana riset 

Ya Iya  

dasar digunakannya kebijakan  

Kesesuaian antara 

arah kebijakan dan 

tusi penelitian 

kebijakan  

 

Peningkatan 
SDM peneliti 

Setiap ASN wajib 
memenuhi dan 
mentaati kebijakan 
yang sudah di 
tetapkan 

Semua kebijakan 
litbang dan iptek di 
Indonesia 
mengaju ke UU 
Sisteknas 

UU sisnas iptek 
dan turunannya 

UU 
Sisteknas 

Untuk 

menyelesaikan isu 

kebijakan berkaitan 

dengan critical 

mass SDM riset 

yang terbatas, 

anggaran riset yang 

di ecer-ecer, 

infrastruktur riset 

yang 

terbatas/obsolete. 

Tidak bisa 

menjawab 

karena di 

luar 

organisasi 
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kebijakan Litbang yang ada sekarang ini dirasakan sudah mendukung penelitian  

Terkait perizinan dan 

kolaborasi sudah 

mendukung, namun 

terkait pendanaan 

litbang dan insentif 

publikasi masih 

sangat terbatas 

 

Sudah 
mendukung 

Sudah Untuk tingkat 
nasional masih 
terasa ada 
kekurangan. Hal 
ini disebabkan 
karena tidak 
banyak 
meningkatnya 
perkembangan 
litbang di sektor 
swasta setelah 
penerapan UU 
Sisteknas. Untuk 
internal 
organisasi, 
peraturan yang 
ada secara teoritis 
mendukung 
penelitian, namun 
secara praktek 
tidak karena selain 
menimbulkan 
kebingungan 
karena terlalu 
cepat diterapkan, 
juga tidak sesuai 
antara teoritis dan 
prakteknya. 

Sebagian besar 
mendukung, 
walau belum pas 
benar 

Iya Iya, sudah 
mendukung. 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 

ada kebijakan yang dirasakan belum mendukung kegiatan litbang  

Skema pendanan 

yang kaku dimana di 

Ya, masih 
banyak 
peningkatan 

Secara harfiah tidak 
ada, namun kalau 
detail mungkin ada 

Untuk kebijakan 
internal organisasi 
adalah tidak 

Lebih ke arah 
pengelolaan 
SDM peneliti 

Masih perlu 
peningkatan 

Tidak ada Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
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ilmu sosial 

disamakan dengan 

ilmu eksakta. Selain 

itu dana yang ada 

untuk mendukung 

aktivitas litbang 

masing sangat 

terbatas 

 

seperti system 
insentif buat 
peneliti, 
system 
punishment 
yang masih 
sangat 
memeberatkan 
peneliti, 
dukungan 
anggaran 
untuk 
conference 
dan publikasi 
(seperti proof 
reading, dll) 
anggaran riset, 
fasilitas 
pendukung 
seperti 
software, 
dll.Menurut 
bapak/ibu 
siapa saja 
yang terlibat 
dalam 
pelaksanaan 
kebijakan 
Litbang 
tersebut? 

beberapa aspek 
yang perlu disusun 
kebijakan atau 
regulasi. Misal 
peran peneliti di 
dalam 
pendampingan ke 
masyarakat/UMKM, 
atau mengurangi 
output target 
tahunan peneliti 

seimbangnya 
kebijakan ‘reward 
and punishment’ 
dimana kebijakan 
‘punishment’ 
sangat 
dikedepankan, 
sedengkan 
‘reward’ dianggap 
integral dengan 
pemberian 
gaji/tunjangan 
kinerja saja. Hal ini 
menyebabkan 
pegawai kurang 
bersemangat 
untuk melakukan 
hal yang lebih 
dibandingkan 
yang diperlukan 
untuk mencukupi 
kinerja saja. Untuk 
kebijakan di 
tingkat nasional 
hal yang mirip juga 
terjadi. Banyak 
pihak tidak 
merasakan 
gunanya atau 
‘reward’ dalam 
melakukan litbang 
yang benar. 

misalnya reward 
and punishment 
atau 
ketersediaan 
sumberdaya 
untuk 
mendukung 
pengembangan 
pribadi  

luar 
organisasi 

siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Litbang tersebut  
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Pimpinan setingkat 

eselon II, koordinator 

program, koordinator 

sub program, ketua 

kelompok penelitian 

(keltian), dan para 

peneliti itu sendiri. 

Karena di tempat 

kami ialah juga 

sebagai aktivitas 

untuk merumuskan 

kebijakan. 

 

TA Semua civitas 
Litbang 

Untuk tingkat 
nasional 
seharusnya harus 
difokuskan ke 
sektor swasta, 
namun pada 
kenyataannya 
lebih ke arah 
organisasi litbang 
pemerintah dan 
perguruan tinggi. 
Jika untuk tingkat 
organisasi, 
seharusnya 
semua pegawai 
ikut serta dalam 
pelaksanaan 
kebijakan litbang 
yang ada atau 
sedang 
diterapkan. 

Seharusnya 
semua lini di 
yang berkaitan 
dengan litbang, 
baik di tingkat 
pusat maupun di 
daerah 

Seluruh 
pegawai 

Eselon 1, 2, 
pegawai 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 

masalah dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut  

Masalah skema 

pendanaan yang 

masih kaku, dan 

model 

pertanggungjawaban 

kegiatan 

administrasi, serta 

capaian/luaran yang 

cukup berat dalam 

setahun terutama 

Kebijakan 
peningkatan 
publikasi 
harusnya 
berbasis 
rewarads, 
bukan 
berbasis 
punishments; 
penetapan 
target publikasi 
harus realistis. 

Waktu, biaya dan 
kapasitas SDM 
serta kondisi 
lapangan yang 
tidak bisa 
dilaksankanya atau 
sulit 
dilaksanakanya 
kebijakan tersebut. 
Contoh regulasi 
keuangan yang 
berbelit dan ribet 

Hambatan utama 
dalam penerapan 
kebijakan litbang 
baik internal 
organisasi ataupu 
tingkat nasional 
adalah konsistensi 
dalam 
penerapannya, 
bagaimana 
kebijakan itu 
diterapkan dalam 

Hambatan dan 
persoalan utama 
adalam 
komunikasi dan 
konsisitensi 
dalam 
menerapkan 
aturan 

Komunikasi Kebijakan yang ada 
belum dibuatkan 
aturan 
turunan/juklak/juknis 
sehingga kesulitasn 
pada saat 
implementasi di 
lapangan 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 
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untuk jurnal-jurnal 

reputasi menengah-

tinggi tanpa 

didukung biaya 

publikasi 

 

untuk kegiatan 
penelitian 

kehidupan sehari-
harinya 

kebijakan apa yang sebaiknya dibuat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan litbang  

Kebijakan skema 

pendanaan fleksibel, 

pemberian insentif 

publikasi, serta 

kemudahan dalam 

mengakses data 

primer dari instansi 

terkait 

 

- Kebijakan tentang 
SDM, tata kerja 
SDM peneliti sesuai 
golongan dan 
kepakaran beserta 
insentif yang 
diterima harus lebih 
jelas lagi. 

Secara nasional 
seharusnya 
kebijakan dibuat 
untuk mendorong 
keterlibatan 
swasta dalam 
pelaksanaan 
litbang dengan 
memberikan 
berbagai insentif 
yang menarik 
secara praktis 
bagi pihak swasta. 
Sedangkan untuk 
tingkat organisasi, 
karena sifat 
litbang adalah 
lebih bersifat 
kreatif dan sangat 
tergantung pada 
kondisi manusia, 
maka diperlukan 
kebijakan yang 
amat menyentuh 
manusia dan 

Mungkin perlu 
adanya aturan 
untuk 
meyakinkan 
bahwa kebijakan 
itu benar-benar 
diterapkan 
dengan baik. 
Semacam 
klausal 
kewajiban 

Perlu 
adanya 
pembuatan 
kebijakan 
turunan 
yang sesuai 

Perlu turunan 
peraturan 
pelaksanaan yang 
lebih detail dan 
operasional 
sehingga pelaksana 
kebijakan dalam 
menjalankan 
kebijakan dengan 
baik 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 
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memberikan 
kondisi lingkungan 
yang nyaman dan 
menyenangkan 
dalam melakukan 
litbang. 

latar belakang kejadian selama penerapan kebijakan litbang berlangsung  

Latar belakang 

kejadian selama 

penerapan kebijakan 

litbang dapat 

diketahui dari alasan 

mengapa kebijakan 

itu diterapkan, siapa 

pelaksana kebijakan, 

bagaimana 

dukungan/fasilitas 

kebijakan, dan 

bagaimana model 

kebijakan itu 

dijalankan. Pada 

umumnya, latar 

belakang kebijakan 

disertai dengan 

adanya isu-isu publik 

yang perlu 

diselesaikan oleh 

pemerintah, 

TA Adanya 
reorganisasi di LIPI 
(sebelum jadi 
BRIN) banyak 
sekali hal2 yang 
perlu dirubah dan 
memakan banyak 
korban demi 
mewujudkan 
implementasi 
kebijakan riset yang 
baru. Misal 
penerapan output 
tahunan, PHK 
beberapa honorer 
db 

Untuk tingkat 
organisasi, 
penerapan litbang 
berlatar belakang 
pada perubahan 
yang dibuat pada 
organisasi litbang, 
dimana presiden 
menghendaki 
efisiensi pada 
lembaga litbang 
yang memiliki 
anggaran yang 
tercecer untuk 
dapat disatukan 
agar lebih efisien. 

Adanya reog LIPI 
dan perubahan 
BRIN 

Reog LIPI Kebijakan litbang 
yang dijalankan 
dikarenakan critical 
mass yang rendah 
dalam hal SDM 
riset, penggunaan 
anggaran yang 
tersebar diberbagai 
unit kerja, dan 
infrastruktur yang 
terbatas 
dikarenakan 
anggaran yang 
terbatas. 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 
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sehingga arah 

kebijakan itu akan 

diterapkan pada 

penyelesaian isu-isu 

tertentu. 

 

dampak dari kebijakan litbang yang telah diterapkan, baik untuk internal organisasi maupun masyarakat umum  

Dampak dari 

kebijakan litbang 

untuk internal 

organisasi ialah 

seperti adanya 

peningkatan aktivitas 

litbang, peningkatan 

kualitas pendidikan 

dan/atau kehalian 

dari 

peneliti/perekayasa 

atau SDM lainnya, 

peningkatan dana 

penelitian, 

peningkatan 

kerjasama riset 

dengan pihak luar, 

peningkatan 

publikasi, munculnya 

berbagai bentuk 

Belum terlihat 
dampak 
positifnya 

Kebijakan yang ada 
sekarang, bagi 
peneliti individu 
menurut saya 
cukup berat dan 
sangat demanding. 
Namun demikian 
secara garis besar 
sangat baik untuk 
pengembangan 
sistem Riset di 
masa yang akan 
datang. Bagi 
masyarakat umum, 
adanya kebijakan 
baru lebih 
memungkinkan 
mereka mengakses 
hasil serta 
infrastruktur riset 
untuk 
kemaslahatan 
mereka. 

Saat ini belum 
banyak terlihat 
dampak positif 
bagi karyawan 
dalam penerapan 
kebijakan litbang 
dalam organisasi, 
sedangkan 
akibatnya bagi 
masyarakat umum 
adalah 
berkurangnya 
layanan iptek 
berupa 
pembimbingan, dll 
ke masyarakat 
yang 
membutuhkannya. 

Masih terasa 
dampak 
negatifnya saja. 
Baik untuk di 
dalam maupun 
ke luar ke 
masyarakat, 
yang 
menyebabkan 
ketidakmampuan 
untuk menangani 
problem-problem 
yang muncul di 
masyarakat 

Masih belum 
ada, masih 
terlihat 
negatif 

Kebijakan litbang 
yang dijalankan 
meningkatkan 
kompetensi SDM 
melalui program by 
riset, anggaran yang 
digunakan sesuai 
dengan kebutuhan 
dan peruntukan 
yang ada, 
infrastruktur litbang 
meningkat 

Tidak bisa 
menjawab 
karena di 
luar 
organisasi 
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workshop, seminar, 

dan bahkan 

konsorsium. 

Dampak bagi 

masyarakat umum 

jangka panjang ialah 

adanya kemandirian 

dalam berbagai hal 

seperti pangan, 

energi, pertahanan, 

keberlanjutan 

lingkungan, dan 

lainnya. Sementara 

jangka pendek ialah 

terdistribusinya 

pengetahuan yang 

ilmiah dan 

terpercaya sehingga 

dapat digunakan 

untuk mendapatkan 

sumber-sumber 

pengetahuan lain 

yang berguna bagi 

kesejahteraan 

masyarakat. 
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